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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi sondrang sebagai 
pemberian di luar mahar dalam perspektif ‘urf pada masyarakat Dusun 
Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. 
Tradisi sondrang merupakan pemberian dari keluarga calon mempelai laki-
laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dilaksanakan pada 
tahap Massuro. Pemberian ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan 
sekaligus kontribusi terhadap biaya penyelenggaraan walimah. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan 
(field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan 
tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data 
dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sondrang telah 
diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya 
masyarakat setempat. Besaran pemberian ditentukan melalui musyawarah 
dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga calon 
mempelai laki-laki. Secara konseptual, sondrang dibedakan dari mahar 
karena tidak diperuntukkan sebagai hak istri dan tidak menjadi syarat sah 
perkawinan. Dalam perspektif ‘urf, sondrang dapat dikategorikan sebagai 
‘urf ‘amali karena diwujudkan dalam praktik sosial yang berulang dan 
diterima masyarakat. Tradisi ini juga dapat dipandang sebagai ‘urf ṣaḥīḥ 
sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak 
mengandung paksaan, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan 
demikian, tradisi sondrang merepresentasikan interaksi antara adat lokal 
dan hukum Islam yang dapat dipertahankan dengan tetap mengedepankan 
kerelaan, kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi para pihak. 
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Pendahuluan  

Perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, 

tetapi juga institusi sosial yang berhubungan erat dengan nilai agama, hubungan kekerabatan, dan tradisi 

masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di berbagai wilayah Indonesia memperlihatkan perjumpaan 

antara ketentuan hukum Islam dan adat lokal yang berkembang secara turun-temurun. Salah satu aspek 

penting dalam perkawinan Islam adalah mahar, yaitu pemberian yang menjadi hak istri dan kewajiban pihak 

suami. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Al-Qur’an, khususnya Surah an-Nisa’ ayat 4, yang 

memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Dalam konteks hukum 

keluarga Islam Indonesia, mahar juga memperoleh pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

terutama mengenai kedudukannya sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 

perempuan. Namun, praktik perkawinan masyarakat tidak selalu terbatas pada mahar karena sejumlah 
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komunitas mengenal pemberian tambahan yang mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan simbolis 

(Syarifuddin, 2011). 

Salah satu praktik tersebut adalah tradisi sondrang yang berkembang di Dusun Kapok, Desa 

Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Berdasarkan penelitian lapangan 

Firdaus (2026), sondrang merupakan pemberian berupa uang dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada 

keluarga calon mempelai perempuan yang berkaitan dengan proses perundingan perkawinan dan membantu 

pembiayaan penyelenggaraan walimah. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga 

perempuan sekaligus kontribusi ekonomi dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, sondrang tidak 

hanya berkaitan dengan perpindahan harta, tetapi juga merepresentasikan relasi kekerabatan, solidaritas 

sosial, dan pengakuan terhadap norma budaya yang hidup dalam masyarakat setempat. 

Meskipun demikian, kedudukan sondrang menimbulkan persoalan hukum ketika pemberian yang 

secara konseptual dibedakan dari mahar berpotensi dipahami sebagai kewajiban sosial. Di satu sisi, 

pemberian tersebut dapat menjadi bentuk gotong royong dan dukungan keluarga dalam penyelenggaraan 

perkawinan. Di sisi lain, penentuan nominal melalui perundingan dan kuatnya ekspektasi sosial dapat 

menimbulkan tekanan ekonomi apabila pihak calon mempelai laki-laki merasa harus memenuhi jumlah 

tertentu. Persoalan ini menjadi penting karena kebiasaan yang diterima masyarakat tidak dengan sendirinya 

dapat disamakan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Oleh sebab itu, analisis terhadap sondrang 

perlu membedakan antara kewajiban mahar, pemberian sukarela di luar mahar, dan tuntutan adat yang 

mungkin berkembang dalam praktik sosial. 

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar untuk memahami persoalan tersebut. Alifi (2017) 

mengkaji keterkaitan antara sundrang dan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Sase’el, Kecamatan 

Sapeken, Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Juliana dan Anshori (2017) meneliti tradisi sundrang dalam 

proses perkawinan di Pulau Sakala, Kecamatan Sapeken. Kedua kajian tersebut relevan karena membahas 

tradisi pemberian yang mempunyai kedekatan geografis dan konseptual dengan sondrang di Sepangkur 

Besar. Penelitian mengenai sunrang di Kabupaten Gowa juga memperlihatkan bahwa pemberian adat dapat 

menimbulkan persoalan hukum ketika praktiknya memunculkan ketidakadilan atau perselisihan dalam 

keluarga (Mappaseleng et al., 2024). Adapun kajian tentang uang panai menunjukkan bahwa pemberian di 

luar mahar dapat berfungsi sebagai simbol penghormatan, tetapi juga berpotensi menjadi beban apabila 

nominalnya ditentukan berdasarkan gengsi atau ekspektasi sosial (Iqbal & Sudirman, 2020). Temuan-temuan 

tersebut menegaskan bahwa pemberian adat dalam perkawinan perlu dipahami melalui konteks sosialnya 

sekaligus dinilai berdasarkan prinsip hukum yang relevan. 

Perspektif ‘urf dalam usul fikih menyediakan kerangka untuk menilai kedudukan tradisi tersebut. 

‘Urf merujuk pada kebiasaan yang dikenal dan diterima dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk 

perkataan maupun perbuatan. Namun, penerimaan sosial bukan satu-satunya ukuran keabsahan suatu adat. 

Wahbah al-Zuhayli (1999) menjelaskan pentingnya mempertimbangkan kebiasaan dalam penalaran hukum 

Islam dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam klasifikasi yang 

umum digunakan, ‘urf dibedakan menjadi ‘urf ṣaḥīḥ, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan syariat, dan ‘urf fāsid, yaitu kebiasaan yang mengandung pertentangan dengan ketentuan tersebut. 

Wandi (2018) juga membahas eksistensi ‘urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fikih, sehingga 

memperlihatkan relevansi adat dalam penalaran hukum selama penggunaannya memenuhi batasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan kerangka tersebut, tradisi sondrang tidak cukup dinilai hanya berdasarkan 

keberlangsungannya secara turun-temurun. Analisis juga perlu memperhatikan bagaimana tradisi tersebut 

dijalankan, apakah pemberiannya benar-benar didasarkan pada kerelaan dan musyawarah, serta apakah 

pelaksanaannya menimbulkan kemudaratan bagi pihak tertentu. Pemberian yang bersifat sukarela dan 

bertujuan membantu biaya walimah dapat memiliki fungsi kemaslahatan. Sebaliknya, apabila nominalnya 

berubah menjadi tuntutan yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi atau menghambat 

pelaksanaan perkawinan, aspek tersebut perlu dievaluasi secara kritis. Penilaian ini tidak berarti bahwa 

seluruh tradisi pemberian tambahan harus ditolak, melainkan menegaskan bahwa kedudukan hukum adat 

bergantung pada karakter dan konsekuensi praktiknya. 

Kesenjangan penelitian yang hendak dijawab dalam artikel ini terletak pada kebutuhan untuk 

menganalisis secara khusus kedudukan sondrang sebagai pemberian di luar mahar dalam konteks masyarakat 

Sepangkur Besar. Penelitian terdahulu telah membahas sundrang di wilayah Sapeken dan tradisi pemberian 

perkawinan di daerah lain, tetapi perbedaan konteks lokal menuntut pemeriksaan tersendiri terhadap praktik, 

makna, dan konsekuensi hukumnya. Kebaruan artikel ini diarahkan pada penghubungan antara temuan 

lapangan mengenai sondrang, pembedaan konseptual antara mahar dan pemberian tambahan, serta pengujian 

validitas adat melalui perspektif ‘urf. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa tradisi 

tersebut otomatis sah hanya karena diterima masyarakat, ataupun otomatis terlarang karena tidak termasuk 

mahar. 
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Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan praktik sondrang dalam tradisi 

perkawinan masyarakat Sepangkur Besar dan menganalisis kedudukan hukumnya berdasarkan perspektif 

‘urf. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam skripsi Firdaus (2026). Analisis difokuskan pada 

hubungan antara praktik sosial, konsep mahar dan pemberian di luar mahar, serta kriteria penerimaan adat 

dalam hukum Islam. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga 

Islam, khususnya dalam menjelaskan cara mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengaburkan perbedaan 

antara kewajiban syariat dan tuntutan sosial dalam perkawinan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field 

research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap 

praktik, makna, dan kedudukan tradisi sondrang dalam kehidupan masyarakat, khususnya 

berkaitan dengan pemberian di luar mahar dalam perkawinan. Penelitian kualitatif memungkinkan 

peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan perspektif pihak-pihak yang 

terlibat dalam konteks alamiahnya (Creswell & Poth, 2018). 

Penelitian dilaksanakan di Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, 

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena tradisi sondrang menjadi bagian dari 

praktik perkawinan masyarakat setempat. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk dan pelaksanaan 

sondrang, pemaknaannya bagi masyarakat, serta kedudukannya sebagai pemberian di luar mahar 

ditinjau dari perspektif ‘urf dalam hukum Islam. 

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi 

digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai konteks sosial dan praktik tradisi sondrang. 

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai 

tradisi tersebut, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan anggota masyarakat yang relevan. 

Wawancara diarahkan untuk menggali pemahaman informan tentang tujuan pemberian, proses 

musyawarah, penentuan nominal, serta hubungan sondrang dengan mahar. Dokumentasi digunakan 

sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memeriksa informasi yang diperoleh melalui 

observasi dan wawancara. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data membantu memperluas 

pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018). 

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang relevan dengan fokus penelitian dipilih dan 

dikelompokkan. Data selanjutnya disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola 

pelaksanaan, makna sosial, dan pandangan masyarakat terhadap sondrang. Tahap akhir dilakukan 

dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dan kerangka 

analisis penelitian. Tahapan tersebut merujuk pada model analisis interaktif Miles et al. (2014). 

Selanjutnya, temuan dianalisis menggunakan konsep ‘urf dalam usul fikih, terutama 

pembedaan antara ‘urf ṣaḥīḥ dan ‘urf fāsid. Analisis ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik 

sondrang dengan prinsip hukum Islam, dengan mempertimbangkan tujuan tradisi, kerelaan para 

pihak, dan kemungkinan timbulnya beban sosial-ekonomi. Dengan demikian, penilaian hukum 

tidak hanya didasarkan pada keberadaan tradisi, tetapi juga pada karakter pelaksanaan dan 

konsekuensinya bagi masyarakat. 
 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Hasil penelitian lapangan di Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan 

Sapeken, Kabupaten Sumenep, menunjukkan bahwa sondrang merupakan tradisi 

pemberian yang diwariskan secara turun-temurun dalam rangkaian perkawinan masyarakat 

setempat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai penyerahan materi dari keluarga calon 

mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, tetapi juga sebagai bagian 

dari identitas budaya dan tata hubungan antarkeluarga. Berdasarkan keterangan sejumlah 
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informan dari kalangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, tidak terdapat 

pengetahuan yang pasti mengenai kapan tradisi tersebut pertama kali muncul. Masyarakat 

lebih mengenal sondrang sebagai kebiasaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu dan 

terus dipertahankan dalam praktik perkawinan (Firdaus, 2026). 

Keberlangsungan tradisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan 

masyarakat Sepangkur Besar tidak hanya mengikuti ketentuan keagamaan, tetapi juga 

melibatkan tata cara adat yang berkembang dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, 

sondrang menjadi bagian dari proses membangun hubungan antara keluarga calon 

mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Tradisi tersebut 

dipertahankan karena memiliki makna penghormatan, kebersamaan, dan partisipasi 

keluarga dalam mempersiapkan penyelenggaraan perkawinan. Meskipun asal-usul 

historisnya tidak diketahui secara pasti, penerimaan masyarakat terhadap tradisi ini 

memperlihatkan perannya sebagai praktik budaya yang masih hidup. 

Pelaksanaan sondrang berkaitan erat dengan tahap Massuro, yaitu proses 

perundingan atau lamaran antara kedua keluarga. Pada tahap ini, keluarga membicarakan 

berbagai persiapan perkawinan, termasuk bentuk pemberian, besaran nominal, serta 

kebutuhan penyelenggaraan walimah. Oleh karena itu, Massuro tidak hanya berfungsi 

sebagai tahapan formal dalam rangkaian adat, tetapi juga menjadi ruang komunikasi untuk 

mencapai kesepakatan sebelum perkawinan dilaksanakan. Setelah berbagai persoalan adat 

disepakati, keluarga melanjutkan persiapan menuju tahap Maningke, yaitu prosesi akad 

nikah. 

Bapak Noryanto (47 tahun), salah seorang tokoh masyarakat Sepangkur Besar, 

menjelaskan hubungan antara penyelesaian urusan adat dan pelaksanaan akad sebagai 

berikut: “Setelah seluruh proses adat selesai dan semua persoalan sudah dimusyawarahkan, 

termasuk mengenai sondrang, barulah keluarga menentukan hari Maningke atau akad 

nikah. Masyarakat menganggap bahwa akad merupakan penyempurna seluruh tahapan 

yang telah dilaksanakan, sehingga sebelum akad dilangsungkan semua urusan adat harus 

benar-benar telah selesai agar hubungan kedua keluarga tetap harmonis” (Noryanto, 

wawancara, 26 Desember 2025). 

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sondrang memiliki arti 

sosial dalam rangkaian perkawinan. Musyawarah dipandang penting untuk memastikan 

bahwa kedua keluarga telah mencapai kesepahaman sebelum memasuki tahap berikutnya. 

Namun, penyelesaian urusan adat perlu dibedakan dari persyaratan hukum yang 
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menentukan keabsahan akad. Temuan penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara 

penyelesaian adat dan harapan terciptanya keharmonisan keluarga, bukan bahwa sondrang 

dengan sendirinya menjadi syarat sah perkawinan. 

Bentuk utama sondrang adalah uang tunai yang diberikan oleh keluarga calon 

mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pemberian ini ditujukan 

untuk membantu pembiayaan walimah sekaligus menjadi tanda penghormatan kepada 

keluarga perempuan. Selain uang, pelaksanaan tradisi juga melibatkan perlengkapan adat, 

termasuk sirih pinang, yang menjadi bagian dari tata cara penyerahan. Dengan demikian, 

sondrang mempunyai dimensi material sekaligus simbolik. Uang berfungsi sebagai 

kontribusi terhadap kebutuhan perkawinan, sedangkan perlengkapan adat menunjukkan 

penghormatan terhadap kebiasaan yang telah diwariskan. 

Bapak Khairul (37 tahun), seorang pelaku tradisi sondrang, menjelaskan: 

“Sondrang di sini biasanya dilengkapi dengan sirih pinang dan beberapa perlengkapan adat 

lainnya. Semua itu mengikuti kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Yang paling penting 

tetap ada unsur materi sebagai tanda kesungguhan pihak laki-laki, sedangkan perlengkapan 

adat menjadi pelengkap agar penyerahan sondrang dilakukan sesuai tradisi yang berlaku” 

(Khairul, wawancara, 7 Januari 2026). 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan unsur material 

dan perlengkapan adat sebagai bagian yang saling melengkapi dalam pelaksanaan 

sondrang. Pemberian uang mencerminkan partisipasi pihak laki-laki dalam persiapan 

perkawinan, sedangkan perlengkapan adat memperkuat identitas budaya dalam prosesi 

tersebut. Dengan demikian, tradisi ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai 

perpindahan harta, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi simbolik antara kedua keluarga. 

Dalam penentuan nominal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat satu 

ketentuan jumlah yang berlaku seragam bagi seluruh masyarakat. Besaran sondrang 

ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi 

keluarga calon mempelai laki-laki dan kebutuhan penyelenggaraan walimah di pihak 

perempuan. Kesepakatan bersama menjadi dasar penetapan jumlah yang diberikan, 

sehingga nominalnya dapat berbeda sesuai kondisi setiap keluarga (Firdaus, 2026). 

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik sondrang tidak didasarkan pada satu tarif adat 

tertulis yang berlaku bagi seluruh masyarakat. 

Bapak Khairul Amin (37 tahun), seorang pelaku tradisi tersebut, menjelaskan 

pembedaan antara sondrang dan mahar sebagai berikut: “Dalam musyawarah Massuro 
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biasanya dibicarakan mengenai sondrang, tetapi masyarakat memahami bahwa sondrang 

bukan mahar. Mahar tetap diberikan kepada mempelai perempuan sesuai ketentuan syariat, 

sedangkan sondrang diberikan kepada keluarga perempuan untuk membantu biaya pesta 

pernikahan. Besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak 

boleh memberatkan” (Khairul Amin, wawancara, 7 Januari 2026). 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyesuaian nominal dengan kemampuan 

ekonomi merupakan prinsip yang dikemukakan dalam pelaksanaan tradisi. Musyawarah 

menjadi mekanisme untuk mempertemukan kebutuhan keluarga perempuan dengan 

kemampuan keluarga laki-laki. Meskipun demikian, keberadaan musyawarah tidak serta-

merta membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan tradisi selalu terbebas dari tekanan sosial. 

Oleh karena itu, kerelaan para pihak tetap menjadi aspek penting dalam memahami praktik 

sondrang, khususnya ketika tradisi tersebut berhadapan dengan kondisi ekonomi keluarga 

yang berbeda-beda. 

Temuan berikutnya berkaitan dengan pembedaan antara sondrang, mahar, dan 

pemberian tambahan. Dalam pemahaman masyarakat yang tercatat dalam penelitian, 

mahar merupakan kewajiban perkawinan yang diberikan kepada mempelai perempuan, 

sedangkan sondrang merupakan pemberian adat kepada keluarga perempuan untuk 

membantu kebutuhan walimah. Kedua pemberian tersebut memiliki tujuan dan kedudukan 

berbeda. Sondrang tidak dipahami sebagai pengganti mahar dan tidak menentukan sah atau 

tidaknya akad nikah (Firdaus, 2026). 

Selain pemberian uang, penelitian menemukan adanya pemberian tambahan berupa 

barang-barang rumah tangga, seperti tempat tidur, lemari, kasur, peralatan dapur, dan 

perlengkapan lainnya. Barang-barang tersebut tidak diposisikan sebagai bagian wajib dari 

sondrang, melainkan diberikan berdasarkan inisiatif pihak laki-laki. Bapak Noryanto (47 

tahun) menjelaskan: “Kalau sondrang sendiri memang biasanya berupa uang. Akan tetapi, 

ada juga pihak laki-laki yang memberikan tambahan berupa tempat tidur, lemari, kasur, 

atau perlengkapan rumah tangga lainnya. Itu bukan bagian dari sondrang dan juga bukan 

permintaan dari pihak perempuan. Biasanya muncul atas kemauan sendiri karena melihat 

kondisi ekonomi keluarga perempuan dan ingin membantu kebutuhan mereka” (Noryanto, 

wawancara, 26 Desember 2025). 

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat membedakan pemberian 

yang menjadi bagian dari tradisi sondrang dengan pemberian tambahan yang bersifat 

sukarela. Pembedaan ini penting agar seluruh barang yang diserahkan dalam rangkaian 
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perkawinan tidak serta-merta dianggap sebagai kewajiban adat. Secara empiris, terdapat 

tiga kategori pemberian yang dapat dibedakan berdasarkan temuan penelitian, yaitu mahar 

sebagai hak mempelai perempuan, sondrang sebagai kontribusi adat bagi keluarga 

perempuan, dan pemberian tambahan berupa barang rumah tangga yang didasarkan pada 

inisiatif pribadi. 

Selain fungsi ekonominya, sondrang memiliki makna sosial dalam memperkuat 

hubungan kekeluargaan. Proses perundingan memberikan kesempatan bagi kedua keluarga 

untuk membicarakan kebutuhan perkawinan, mencapai kesepakatan, dan membangun 

hubungan baik sebelum akad dilaksanakan. Makna sosial tersebut juga tampak dalam 

prosesi penyerahan tongkat adat sebelum rombongan keluarga laki-laki memasuki rumah 

keluarga perempuan. Prosesi ini menjadi simbol penerimaan kedatangan keluarga laki-laki 

sesuai tata cara adat yang berlaku. 

Bapak Khairul Amin menjelaskan: “Dalam prosesi sondrang biasanya ada 

penyerahan tongkat yang dilakukan oleh wakil dari pihak laki-laki kepada wakil keluarga 

perempuan. Setelah tongkat diterima, rombongan laki-laki dipersilakan memasuki rumah. 

Itu menjadi tanda bahwa keluarga perempuan telah menerima kedatangan pihak laki-laki 

sesuai adat” (Khairul Amin, wawancara, 7 Januari 2026). 

Berdasarkan keterangan tersebut, penyerahan tongkat adat berfungsi sebagai simbol 

penghormatan dan penerimaan sosial antara kedua keluarga. Prosesi tersebut tidak 

memiliki konsekuensi langsung terhadap keabsahan akad nikah, tetapi memperlihatkan 

bahwa tata cara adat masih mempunyai arti dalam membangun hubungan antarkeluarga 

(Firdaus, 2026). Keberadaan simbol tersebut memperkuat pemahaman bahwa tradisi 

sondrang mengandung unsur ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sondrang di Dusun 

Kapok, Desa Sepangkur Besar, merupakan tradisi pemberian di luar mahar yang 

diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan melalui tahapan Massuro. Bentuk 

utamanya berupa uang tunai, yang dapat disertai perlengkapan adat, sedangkan pemberian 

barang rumah tangga merupakan tambahan yang bersifat sukarela. Nominalnya ditentukan 

melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki dan 

kebutuhan walimah. Masyarakat yang diwawancarai juga membedakan sondrang dari 

mahar dan tidak menempatkannya sebagai penentu keabsahan akad nikah. Temuan-temuan 

tersebut menjadi dasar empiris untuk menelaah kedudukan sondrang melalui perspektif 

‘urf dalam hukum Islam. 
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Pembahasan 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi sondrang di Dusun Kapok, Desa 

Sepangkur Besar, dapat dipahami sebagai praktik adat yang berada pada pertemuan antara 

hukum Islam dan kebudayaan lokal. Pemberian uang oleh keluarga calon mempelai laki-

laki kepada keluarga calon mempelai perempuan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan 

material, melainkan juga mengandung makna penghormatan dan solidaritas sosial. 

Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mengembangkan mekanisme 

adat untuk mendukung penyelenggaraan perkawinan tanpa secara konseptual menyamakan 

sondrang dengan mahar (Firdaus, 2026). Fenomena serupa ditemukan dalam kajian 

tentang sundrang di wilayah Sapeken, yang menempatkan pemberian adat sebagai bagian 

dari proses perkawinan masyarakat setempat (Alifi, 2017; Juliana & Anshori, 2017). 

Meskipun memiliki kedekatan budaya, setiap praktik tetap perlu dianalisis berdasarkan 

konteks lokal dan konsekuensi hukumnya. 

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, pembedaan antara sondrang dan mahar 

merupakan temuan mendasar. Mahar adalah hak mempelai perempuan yang memiliki 

landasan normatif dalam syariat, sedangkan sondrang berdasarkan temuan penelitian 

diberikan kepada keluarga perempuan untuk membantu biaya walimah. Pembedaan 

penerima, tujuan, dan kedudukan kedua pemberian tersebut menunjukkan bahwa sondrang 

tidak otomatis menjadi bagian dari mahar. Pemahaman ini sejalan dengan pembahasan 

hukum perkawinan Islam yang membedakan ketentuan normatif perkawinan dari praktik 

sosial yang menyertainya (Syarifuddin, 2011). Kajian Kafi (2020) juga relevan untuk 

menempatkan mahar dalam kerangka hukum dan pendidikan Islam, sedangkan Irfani dan 

Hamidah (2020) memperlihatkan pentingnya memahami pemberian perkawinan melalui 

konteks budaya masyarakat. Dengan demikian, pemberian tambahan dapat diterima 

sebagai praktik sosial selama tidak mengaburkan hak mempelai perempuan atas mahar. 

Dari sisi karakter pemberian, sondrang juga dapat dianalisis melalui konsep hibah. 

Dalam penelitian ini, uang sondrang dipahami sebagai kontribusi untuk membantu biaya 

penyelenggaraan walimah, sementara perlengkapan rumah tangga tambahan diberikan atas 

inisiatif pihak laki-laki. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tidak seluruh 

pemberian dalam rangkaian perkawinan memiliki status dan fungsi yang sama. Namun, 

penyebutan sondrang sebagai pemberian sukarela perlu disertai pemeriksaan terhadap 

praktik aktualnya. Sebuah pemberian dapat dipandang sukarela secara normatif, tetapi 
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berpotensi menjadi tekanan sosial apabila penolakan atau ketidakmampuan memenuhi 

jumlah tertentu menimbulkan konflik keluarga. Oleh karena itu, analisis hukum tidak 

cukup hanya bertumpu pada nama atau bentuk pemberian, melainkan juga harus 

memperhatikan persetujuan para pihak dan konsekuensi pelaksanaannya. 

Kerangka ‘urf memberikan dasar untuk menilai hubungan antara tradisi dan hukum 

Islam. Al-Zuhayli (1999) menjelaskan ‘urf sebagai kebiasaan yang dikenal dan dijalankan 

masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Khallaf (2010) juga menempatkan 

adat sebagai kebiasaan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan klasifikasi 

tersebut, sondrang dapat dipahami sebagai ‘urf ‘amalī karena diwujudkan melalui tindakan 

pemberian uang dalam rangkaian perkawinan. Penggunaan istilah sondrang dengan makna 

khusus di lingkungan masyarakat setempat juga dapat dikaji melalui dimensi ‘urf qawlī. 

Akan tetapi, kedua klasifikasi itu menjelaskan bentuk kebiasaan, bukan secara otomatis 

menentukan keabsahannya. Penilaian validitas tetap memerlukan pemeriksaan terhadap 

kesesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip syariat (Wandi, 2018). 

Dari segi keabsahan, temuan penelitian mendukung penggolongan sondrang 

sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat dan tidak 

menimbulkan kemudaratan. Dasar pertimbangannya adalah adanya musyawarah, 

penyesuaian nominal dengan kemampuan ekonomi, serta pembedaan antara pemberian 

adat dan mahar (Firdaus, 2026). Pemahaman tersebut sejalan dengan prinsip bahwa adat 

dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam apabila tidak menghalalkan yang dilarang atau 

meniadakan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Sebaliknya, jika pemberian berubah 

menjadi tuntutan yang memaksa, menimbulkan kesulitan ekonomi, atau menghambat 

perkawinan tanpa alasan syar‘i, aspek pelaksanaannya perlu dievaluasi. Kajian tentang 

pemberian tambahan dalam perkawinan juga memperlihatkan pentingnya membedakan 

fungsi solidaritas adat dari kewajiban sosial yang membebani (Khamidin & Koidin, 2025; 

Muzainah et al., 2025). 

Perbandingan dengan praktik pemberian perkawinan di daerah lain memperkuat 

pentingnya penilaian kontekstual. Kajian tentang uang panai dalam masyarakat Bugis-

Makassar menunjukkan bahwa pemberian perkawinan dapat memiliki makna 

penghormatan sekaligus fungsi pembiayaan, tetapi besaran dan kedudukannya dapat 

memunculkan persoalan ketika menjadi tuntutan sosial (Kadir et al., 2021). Darwis (2022) 

juga membahas uang panai sebagai tradisi yang melekat dalam adat perkawinan 

masyarakat Bugis. Sementara itu, Tasfiq et al. (2022) mengkaji pemberian mahar berupa 
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kerbau melalui perspektif enkulturasi hukum, yang memperlihatkan relevansi konteks 

budaya dalam memahami praktik perkawinan. Penelitian-penelitian tersebut tidak dapat 

disamakan begitu saja dengan sondrang, tetapi membantu menunjukkan bahwa pemberian 

adat perlu dianalisis berdasarkan fungsi, penerima, proses penentuan, dan dampaknya. 

Aspek paling penting dalam temuan penelitian adalah adanya perbedaan antara 

status hukum dan ekspektasi sosial. Di satu sisi, informan menjelaskan bahwa sondrang 

bukan syarat sah akad nikah. Di sisi lain, penelitian mencatat bahwa perkawinan tanpa 

sondrang dapat dipandang kurang sempurna dari sudut pandang adat (Firdaus, 2026). 

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak wajib menurut hukum perkawinan 

dapat tetap mempunyai daya ikat sosial dalam kehidupan masyarakat. Hadikusuma (1990) 

menempatkan hukum perkawinan Indonesia dalam hubungan antara perundang-undangan, 

hukum adat, dan hukum agama. Perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa 

penilaian terhadap sondrang perlu membedakan norma hukum formal dari harapan sosial 

yang berkembang dalam komunitas. 

Dalam perkembangan kajian hukum keluarga Islam, persoalan ini juga 

berhubungan dengan upaya menjaga kemaslahatan tanpa menghilangkan identitas budaya. 

Ardli dan Luayyin (2026) membahas kemungkinan pemberian tambahan dalam 

perkawinan bergeser dari ekspresi budaya menjadi kewajiban sosial yang membebani. 

Temuan tersebut relevan sebagai pembanding analitis, bukan sebagai bukti langsung 

mengenai kondisi masyarakat Sepangkur Besar. Dengan demikian, pelestarian sondrang 

perlu disertai pemahaman yang jelas bahwa musyawarah harus memberi ruang bagi pihak 

yang memiliki keterbatasan ekonomi, pemberian tidak boleh dipaksakan, dan mahar tetap 

menjadi hak mempelai perempuan. Kesimpulannya, sondrang dapat dipertahankan sebagai 

kearifan lokal yang selaras dengan prinsip hukum Islam selama pelaksanaannya tetap 

mengedepankan kerelaan, kemaslahatan, dan pembedaan tegas antara adat dengan 

kewajiban syariat. 

 

Penutup 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sondrang dalam perkawinan masyarakat 

Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, 

merupakan praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna sosial, 

ekonomi, serta budaya. Tradisi ini dilaksanakan dalam tahapan Massuro melalui 

musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai 
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perempuan. Bentuk utamanya berupa pemberian uang untuk membantu pembiayaan 

walimah dan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan. Besaran 

pemberian ditentukan melalui kesepakatan dengan mempertimbangkan kemampuan 

ekonomi pihak laki-laki. Selain itu, terdapat pemberian tambahan berupa perlengkapan 

rumah tangga yang bersifat sukarela dan dibedakan dari sondrang itu sendiri. 

Ditinjau dari hukum perkawinan Islam, sondrang memiliki kedudukan yang 

berbeda dari mahar. Mahar merupakan hak mempelai perempuan berdasarkan ketentuan 

syariat, sedangkan sondrang merupakan pemberian adat yang ditujukan untuk membantu 

penyelenggaraan perkawinan. Oleh karena itu, sondrang tidak dapat diposisikan sebagai 

pengganti mahar maupun sebagai syarat sah akad nikah. Meskipun masyarakat dapat 

menganggap perkawinan tanpa sondrang kurang sempurna dari sisi adat, ekspektasi sosial 

tersebut perlu dibedakan dari ketentuan hukum yang menentukan keabsahan perkawinan. 

Berdasarkan perspektif ‘urf, tradisi sondrang dapat dikategorikan sebagai ‘urf 

‘amalī karena diwujudkan melalui praktik pemberian yang dilakukan secara berulang dan 

diterima dalam kehidupan masyarakat. Dari segi keabsahan, tradisi ini dapat dipandang 

sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, 

didasarkan pada kerelaan, mempertimbangkan kemampuan ekonomi, dan tidak 

menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, penerimaan terhadap sondrang tidak hanya 

didasarkan pada keberlangsungannya sebagai adat, tetapi juga pada cara tradisi tersebut 

dijalankan dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. 

Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal perlu berjalan seiring 

dengan pemahaman yang tepat mengenai batas antara kewajiban syariat dan kebiasaan 

sosial. Masyarakat diharapkan tetap menjaga nilai musyawarah, solidaritas, dan 

penghormatan yang terkandung dalam sondrang, sekaligus memastikan bahwa pemberian 

tersebut tidak berubah menjadi tuntutan yang memberatkan atau menghambat perkawinan. 

Karena penelitian ini berfokus pada satu komunitas, penelitian selanjutnya dapat 

membandingkan praktik sondrang di wilayah Sapeken lainnya untuk memperluas 

pemahaman mengenai variasi adat pemberian perkawinan dan kedudukannya dalam 

hukum Islam. 
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